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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

Huruf 

Arab 

Na

ma 
Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba. B Te ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ es (dengan titk di atas) ث

 Ji. J Je ج

 Ha‟ H ha (dengan titik di bawah) ح

 Ka. Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal. Ż. zet (dengan titik di atas) ر

 Ra‟ R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S. Es س

 Syn Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dd D. de (dengan titik bawah) ض

 .Ta T te (dengan titik bawah) ط

 .Za Z zet (dengan titik bawah) ظ

 ain „_ apstrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf. K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah , Apostrof ء

ٖ Ya Y Ye 
 
 



 

  

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tampa 

diberi tandaapa pun.jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis 

denagan tanda (`). 

2. Vocal 

 

Vocal Bahasa arab,seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal 

tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

translitenya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya‟ Ai a dan i 

 Fathah dan wau Au a dan u ا

 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf: 

Contoh: 
 

ف٘ن  : kaifa 
 

 haula :ْإ ل
 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu: 

 



 

  

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya‟ A a garis di atas ا

 Kasrah dan ya‟ I i garis di atas ا

 Dammah dan wau U u garis di atas اؤ

 

 Contoh: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّا ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

 

 

 

 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contohnya: 

 



 

  

 

 

 

 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-

Qur‟an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 Al-„Ibarat bi „umum al-lafz la bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada 

lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 



 

  

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Daftar singkatan 

 

 Beberapa singkatan yang dibakukan 

  Swt.  = subhanahu wa ta `ala 



 

  

 Saw.  = shallallahu `alaihi wa sallam 

 as  = `alaihi as-salam 

 H  = Hijriah 

 M  = Masehi 

 SM  = Sebelum Masehi 

 I  = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

  w  = wafat tahun 

 Qs…/…4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4 

 HR  = Hadis..Riwayat 
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ABSTRAK 

 

ABDUL MALIK MANDA, 2025. “Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem 

Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah 

Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu”. Skripsi 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing 

oleh Hardianto  dan H. Mukhtaram Ayyubi  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik bagi hasil dalam penggarapan 

sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba, Kecamatan Walenrang, 

serta menilai kesesuaian sistem ini dengan hukum Islam, dan tanggung jawab 

kerugian dalam kerjasama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah 

emppiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad 

kerjasama pertanian, seperti pemilik lahan, petani penggarap, kepala desa, dan 

tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa 

Taba dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, dengan sistem 

50:50 yang disepakati secara lisan antara pemilik sawah dan petani penggarap. 

Sistem ini sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep 

muzara'ah dan musaqah, yang mengedepankan kejujuran dan transparansi. 

Tanggung jawab kerugian dalam kerjasama bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan 

awal, dengan kerugian akibat kelalaian petani penggarap menjadi tanggung jawab 

mereka, sesuai dengan prinsip ta'awun dalam hukum Islam dan ketentuan force 

majeure dalam hukum positif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang 

praktik bagi hasil yang adil dan sesuai dengan syariat Islam serta tanggung jawab 

dalam menghadapi kerugian. 

 

Kata kunci: Bagi hasil, kerjasama, kerugian, muzara'ah, musaqah, tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

ABDUL MALIK MANDA, 2025. "Loss Liability in the Profit Sharing 

Cooperation System in Rice Field Cultivation in Taba 

Village, Walenrang District, Luwu Regency". Thesis of 

the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of 

Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. 

Guided by Hardianto  and H. Mukhtaram Ayyubi. 

 

 

This study aims to understand the practice of profit sharing in rice field 

cultivation carried out by the community in Taba Village, Walenrang District, as 

well as to assess the suitability of this system with Islamic law, and the 

responsibility for losses in the cooperation. The research method used is 

qualitative, with data collection through interviews, observations, and 

documentation. The subjects of the study consist of parties involved in 

agricultural cooperation contracts, such as land owners, cultivators, village 

heads, and religious leaders. The results of the study show that the practice of 

profit sharing in Taba Village is carried out with the principle of justice and 

mutual agreement, with a 50:50 system that is verbally agreed between rice field 

owners and cultivators. This system is in line with the principles of Islamic law, 

especially in the concept of muzara'ah and musaqah, which prioritizes honesty 

and transparency. The responsibility for losses in profit-sharing cooperation is 

divided according to the initial agreement, with losses due to the negligence of the 

cultivating farmers to be their responsibility, in accordance with the principle of 

ta'awun in Islamic law and the provisions of force majeure in positive law. This 

research provides an overview of fair and in accordance with Islamic law and 

responsibility in dealing with losses. 

 

Keywords: Profit Sharing, Cooperation, Loss, Muzara'ah, Musaqah, 

Responsibility. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan dari sebuah sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh 

pandangan masyarakat pada dunia. Jika manusia beranggapan bahwa alam 

semesta terbentuk dengan sendirinya, maka mereka tidak bertanggung jawab 

atasnya kepada siapa pun, dan mereka akan hidup bebas sesukanya. Tujuan 

hidup mereka hanya untuk mencapai kepuasan, dan mengabaikan bagaimana hal 

itu diperoleh, bagaimana hal itu berpengaruh pada orang lain atau alam sekitar. 

Nafsu ingin memenuhi kepentingan diri sendiri dan dalam hukum rimba dalam 

pandangan seperti ini tentu akan menjadi norma perilaku yang paling masuk 

akal. Sebaliknya, jika manusia dengan apa yang mereka miliki adalah ciptaan 

Tuhan dan mereka harus bertanggung jawab kepada-Nya, maka mereka tidak 

mungkin bebas berbuat sesukanya dan bebas tidak terkendali.
1
 

Islam merupakan agama yang sempurna di anugerahkan oleh Allah SWT  

kepada para umatnya untuk mengatur pola kehidupan yang baik akidah, akhlak, 

ibadah, maupun muamalah agar senantiasa menjadi makhluk yang berguna dan 

bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan memang dalam Islam telah 

dijelaskan bahwasanya sebagai makhluk ciptaan di muka bumi untuk saling 

membantu dan tolong menolong dalam suatu kebaikan, serta semua yang ada di 

bumi juga diciptakan untuk kepentingan manusia dan manusia diperintakan 

                                                      
1
Muh. Ruslan Abdullah, Fasihah Kamal, Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep 

dan Praktek Ekonomi Islam, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013) hal 55. 



2 
 

 

  

untuk memperoleh hasil bumi dengan cara yang halal, wajar, dan tidak 

berlebihan sehingga manusia disebut sebagai makhuk sosial yang sadar akan hal 

bahwa mereka harus selalu menciptakan kehidupan kelompok, baik itu 

kelompok kecil maupun kelompok besar selama hal itu berpengaruh dalam 

meningkatka harkat dan martabat manusia. 

Muamalah menggambarkan suatu aktivitas kehidupan sosial yang 

dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam 

memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kegiatan bermuamalah dalam 

kehidupan manusia atau masayarakat salah satunya dengan cara kerjasama bagi 

hasil pada penggarapan sawah yang didasari oleh rasa kepercayaan, tolong 

menolong pada kedua belah pihak. Hal ini ditandai dengan sebagian manusia 

memiliki modal tetapi tidak dapat menghasilkan suatu panen yang produktif 

sehingga mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan 

dan terciptanya kerjasama bagi hasil. Kerjasama bagi hasil boleh dilakukan 

selama hal itu sejalan dengan syariat Islam dalam hal ini tidak ada pihak yang 

dirugikan dan merasa terdzolimi.
2
 Agama mengatur dengan baik proses 

muamalah agar terhindar dari kesewenangan, hal ini menandakan bahwa agama 

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan tuhan tetapi juga 

megatur hubungan antar manusia karena manusia juga diwajibkan untuk 

berusaha mencari keperluan hidup. 

Proses mu‟amalah dalam Islam ada yang dnamakan mukharabah dan 

muzara‟ah namun prosesnya hampir sama ada yang meyediakan benih, ladang 

                                                      
2
Citra Ayu Andini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di 

Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, (SKRIPSI: UIN Raden 

Intan Lampung, 2021), hal. 3. 
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untuk ditanami serta keperluan lain dalam bertani dengan jumlah pembagian 

hasil panen ½ atau 1/3 sesuai dengan kesepakatan kerjasama bagi hasil di awal. 

Kerjasama bagi hasil pertanian salah satunya pertanian sawah yang 

dimana diketahui bahwa perkembangan luas lahan sawah di Indonesia dari tahun 

ketahun yang semakin menurun, hal ini disebabkan oleh pengalihan fungsi lahan 

untuk pembangunan pemukiman dan indsutri sehingga berdampak pada 

berkurangnya ketersediaan produksi pangan yang membuat pemerintah gencar 

mengimpor beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Kondisi ini 

yang membawa dampak tidak hanya pada status lahan yang dialih fungsikan, 

tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

di wilayah pedesaan karena lapisan inilah yang sebenarnya sangat rentan 

terhadap gejolak sosial maupun ekonomi. 

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah. 

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan 

atau kelalaian si pengelola.
3
  

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah 

berdasarkan Al-Qur‟an, hadist dan Ijma‟. Sebagaimana yang difirmankan Allah 

SWT dalam Al-Qur‟an Surat An-nisa ayat 29: 

                                                      
3
 Hendi Suhendi, Fiqh  Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h.135 
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انكَُّ َٕ اّايَْ ْٰٕٓ اّلََّتأَكُْهُ ْٕ ّاٰيَُُ ٍَ ْٚ اّانَّزِ َٓ ٰٓاَُّٚ ّٰٚ ٍْ ّتجَِاسَجًّعَ ٌَ ْٕ ّتكَُ ٌْ ّاَ ٰٓ ُْٛكَُىّْتاِنْثاَطِمِّاِلََّ ىّْتَ

اّ ًً ْٛ ّتكُِىّْسَحِ ٌَ َّكَا ّاللّٰه ٌَّ َْفسَُكُىّّْۗاِ اّاَ ْٰٕٓ لََّتمَْتهُُ َٔ ُْكُىّّْۗ ّتشََاضٍّيِّ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.dasar suka 

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya.
4
 

 

Kesejahteraan petani merupakan asumsi besar untuk masyarakat yang 

berprofesi sebagai petani, dimana pengharapan dari tumpuan hidupnya 

ditegakkan pada kegiatan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari untuk jangka waktu yang tidak terbilang. Upaya meningkatkan 

kesejahteraan mengharuskan mereka untuk memaksimalkan suatu usaha 

produksi untuk meningkatkan pendapatan agar dapat mengkaver kebutuhan 

hidup 
5
 salah satunya di Desa Taba, melirik pada perkembangan produktifitas 

sawah di Indonesia yang semakin tahun mengalami penurunan, juga berdampak 

di Desa Taba ditandai dengan zaman yang semakin modern  dan pesatnya 

pembangunan struktur wilayah, politik, dan ekonomi sehingga banyak pemilik 

sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya. 

Dengan demikian produktifitas lahan sawah apabila memperoleh hasil 

yang baik maka bagi hasil antara pemilik dan penggarap akan baik juga, tetapi 

jika mengalami suatu kendala yang bisa mengakibatkan produktifitas menurun 

bisa saja hal ini yang menimbulkan selisih paham antara pemilik dan penggarap. 

Hal ini yang menarik untuk melaksanakan penelitian terkait pandangan hukum 

                                                      
4
 Kementerian Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf ABadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) 
5
Nur Haziza, Potret Bagi Hasil Dalam Akad Muzara‟ah Pada Petani Bawang Merah 

Kec. Anggeraja Kab. Enrekang (SKRIPSI: IAIN Palopo, 2022), hal. 68. 
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Islam tentang tanggung jawab kerugian dalam proses kerjasama bagi hasil 

mengacu pada akad muzara‟ah dan mukharabah dengan mengangkat sebuah 

judul: “Tanggung Jawab Kerugian Dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil 

Dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang Kab. Luwu” 

penulis juga dalam melakukan penelitian dan pembahasan berpegang pada reiset 

salah satu dosen UAIN Palopo dengan implementasi pembelajaran berbasis riset 

untuk meningkatkan keterampilan meneliti mahasiswa sebagai penguatan 

keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian. 

B. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian bertujuan agar pembahasan yang disajikan tidak 

melenceng dari permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan, dan tidak terjadi 

kesalahan penafsiran pada hasil penelitian. Penelitian ini membahas tentang lahan 

pertanian sawah yang menyangkut pada bagi hasil antara pemilik dan penggarap 

tepatnya di Desa Taba Kec. Walenrang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terkait bagi hasil penggarapan 

sawah di Desa Taba Kec. Walenrang, maka dirumuskan pokok masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah di Desa Taba 

Kec. Walenrang? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil di 

Desa Taba Kec. Walenrang? 

3. Bagaimana Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama Bagi 
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Hasil dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian ini menyangkut tentang rumusan masalah di 

atas, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tentang Praktik Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah 

yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba Kec. Walenrang. 

2. Untuk mengetahui Hukum Islam dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil 

yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba? 

3. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama 

Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis, dapat berkontribusi secara teoritis sebagai bahan 

rujukan untuk menambah wawasan terkait penelitian selanjutnya, serta 

diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya terkait dengan akad muzara‟ah pada bagi hasil pertanian. 

2. Manfaat Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

masyarakat pada umumnya, serta pihak lain yang ikut serta dalam proses 

pelaksanaan bagi hasil, sebagai bahan untuk intropeksi diri dalam 

kehidupan sehari-hari tentang mekanisme bagi hasil dalam proses 

penggarapan sawah yang baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan digunakan oleh 

peneliti sebagai bahan untuk melakukan penelitian sekarang, adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermiati pada tahun 2019, dengan judul 

penelitian “Penerapan Prinsip Muzara‟ah Dalam Mneningkatkan 

Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan 

(Studi Kasus Kecamatan Lembang)”, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk 

bagi hasil lahan pertanian di  Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan 

petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, 

seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat dengan melihat siapa 

penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal 

panen.
6
 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang, yang mana 

penelitian tersebut mencakup penerapan prinsip muzara‟ah untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara penelitian sekarang yaitu 

melihat tinjauan hukum Islam terhadap kerugian dalam sistem kerjasama 

                                                      
6
Hermiati, Skripsi: “Penerapan Prinsip Muzara‟ah Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)”, 

(Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). 
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bagi hasil. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Ari Viany pada tahun 2020, dengan 

judul penelitian “Analisis Pengaruh Muzara‟ah Terhadap Pendapatan 

Petani Penggarap Padi (Studi Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo 

Kabupaten Sragen JawaTengah)” dengan metode penelitian menggunakan 

metode purposive sampling. Dan berdasarkan judul penelitian diperoleh 

hasil bahwa sistem bagi hasil dalam pertanian yang diterapkan 

berdasarkan adat istiadat mempunyai kesamaan dengan sistem bagi hasil 

muzara‟ah. Persentase bagi hasil yang sering digunakan adalah 50:50 dan 

75:25, yang masyarakatnya biasa menyebutnya dengan sistem maro atau 

paroan sawah. Hasil penelitian menggunakan regresi linear berganda yang 

menunjukkan bahwa sistem bagi hasil muzara‟ah diukur dari produksi 

padi dan bibit padi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapat 

petani penggarap. Sedangkan usia petani penggarap tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan bersih petani penggarap padi.
7
 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yang 

mana penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem 

bagi hasil dalam pertanian (muzara‟ah) terhadap pendapatan petani 

penggarap padi. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada tanggung 

jawab kerugian dalam sistem kerjasama bagi hasil meurut hukum Islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Eki Putri pada tahun 2019, dengan 

judul penelitian “Sistem Bagi Hasil Pertanian: Antara Petani Dengan 
                                                      

7
Nita Ari Viany, Skripsi: “Analisis Pengaruh Muzara‟ah Terhadap Pendapatan Petani 

Penggarap Padi (Studi Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa 

Tengah)”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020). 
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Pemodal Di Anggeraja Enrekang”. Jenis penelitian menggunakan metode 

kualitati dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa faktor penyebab pemilik modal ingin menjadi pemodal karena 

dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, serta adanya hubungan 

kekerabatan antara pemilik modal dengan petani, dan dapat menyediakan 

lapangan kerja pada petani. Bagi hasil yang dilakukan dalam penelitian 

ini terbagi menjadi dua yang pertama keuntungan bersih di bagi dua, dan 

bagi hasil yang kedua dengan sistem pengupahan dalam hal ini tidak ada 

kesepakatan bersama.
8
 

Adapun perbedaan yang membedakan penelitian tersebut dengan 

penelitian sekarang adalah masalah penelitian, yang mana penelitian 

tersebut mencakup tentang faktor yang menyebabkan seorang pemilik 

modal mau menjadi pemodal tanaman bawang merah, sementara 

penelitian sekarang lebih mengarah pada tanggung jawab kerugian dalam 

sistem kerjasama bagi hasil sesuai dengan hukum Islam pada penggarapan 

sawah. 

B. Deskripsi Teori 

1. Bagi Hasil 

Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolahan upah dengan 

membagi hasil kepada orang yang mengelola lahan/modal seperti setengah 

dari yang dihasilkan, sepertiga, atau lebih dari itu atau bahkan lebih rendah 

tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Ciri utama pola bagi hasil adalah 

                                                      
8
Dini Eki Putri, “Sistem Bagi Hasil Pertanian: Antara Petani Dengan Pemodal Di 

Anggeraja Enrekang”, (Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya Vol. 3 Agustus 2019). 
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keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik modal 

maupun pengusaha. Menurut Usmani beberapa prinsip dasar konsep bagi 

hasil, adalah sebagai berikut: 

a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi 

dalam usaha. 

b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha 

sebatas proporsi pembiayannya. 

c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio 

keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio 

pembiayaan yang disertakan. 

d. Kerugian yang ditanggung masing-masing pihak harus sama dengan 

proporsi investasi mereka.
9
 

Menurut Antonio, bagi hasil merupakan suatu sistem mengelola 

dana dalam ekonomi Islam dengan cara pembagian hasil usaha antara 

pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).
10

 Paroan atau 

bagi hasil pertanian yaitu suatu perjanjian kerjasama antara pemilik modal 

dan petani penggarap dengan alasan bahwa mereka saling membutuhkan. 

Adapun beberapa konsep yang dikemukakan oleh Antonio, adalah sebagai 

berikut: 

a. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad yang 

berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 

                                                      
9
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 49. 

10
Anang Firmansyah Andrianto, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan 

Praktek), (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 469. 
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b. Besarnya rasio bagi hasil didasari pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

c. Rasio bagi hasil tidak akan berubah selama akad masih berlaku, kecuali 

diubah atas kesepakatan bersama. 

d. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Apabila 

usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama. 

e. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan 

keuntungan. 

f. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
11

 

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong antar 

sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pihak yang memiliki 

modal/lahan menyerahkan modal/lahannya kepada petani penggarap untuk 

dikelola hingga menghasilkan upah, sehingga pemilik lahan/pemodal dapat 

menikmati upah dari yang dimilikinya, dan petani penggarap yang 

sebelumnya tidak memiliki lahan/modal untuk bertani akhirnya dapat 

berusaha dan mendapat hasil yang sama. Perimbangan dari bagi hasil 

didasarkan pada keadilan dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban yang 

baik bagi penggarap dan pemilik modal.
12

 Bagi hasil adalah jenis kerjasama 

antara pekerja dan pemilik tanah yang keduanya memiliki hak kepemilikan, 

hak kepemilikan ini berarti bahwa hubungan manusia dengan harta yang 

ditetapkan telah didasari syara‟ dimana manusia memiliki hak bertransaksi 

                                                      
11

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 

hal. 27. 
12

 Syah, Danial. "Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian 

Antara Pemilik Tanah Dengan Petani." Jurnal Ilmiah METADATA 1.3 (2019): 127-146. 
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terhadap harta yang dimiliki sepanjang masih dalam kewajaran.
13

 

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai 

dengan kesepakatan bersama yang telah ditegaskan dalam perjanjian diawal. 

2. Akad 

 

a. Pengertian Akad 

 

Akad merupakan kesepakatan perjanjian antara dua orang atau lebih 

untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu, akad tidak akan 

terjadi bila kehendak kedua belah pihak tidak saling menyatu satu sama lain. 

Didalam Islam akad itu tidak kaku dan tidak membatasi manusia melakukan 

muamalah, yang bertujuan tidak mempersulit pengikutnya, selama penerapan 

muamalah tidak melenceng dari syariat Islam. 

b. Rukun dan Syarat Akad 

Dalam hal ini, akad yang dimaksud adalah dalam pekerjaan, adapun 

beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjajian, adalah 

sebagai berikut: 

1) Al-aqidayn (yang membuat akad) 

2) Shighat al-aqd (pernyataan dari para pihak) 

3) Mahallul „aqd (objek akad) 

4) Maudhu al-„aqd (tujuan daripada akad)  

Sedangkan syarat-syarat akad adalah: 

1) Syarat terjadinya akad, adalah sesuatu yang disyaratkan untuk akad. 

                                                      
13

Sa‟adah Yuliana, dkk, Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, 

(Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hal. 36. 

 



13 
 

 

  

2) Syarat sahnya akad, adalah sesuatu yang disyaratkan syara‟ guna menjamin 

keabsahan akad. 

3) Syarat pelaksanaan akad, adalah sesuatu yang dijadikan akad harus 

kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang yang akad, barang yang dijadikan 

akad tidak berkaitan dengan kepunyaan orang lain.
14

 

Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau 

mewujudkan kesejahteraan. Implementasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek 

sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah 

untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan 

negara dan kesejahteraan rakyat.
15

 Dalam ekonomi Islam, akad harus jelas isi, 

jenis, dan tujuan dari adanya akad sebab ekonomi Islam merujuk pada hukum 

Islam. Dalam tinjauan syariat Islam, harus ada kejelasan antara pemilik modal 

dan petani penggarap.
16

  

3. Mudharabah 

a. Pengertian Mudharabah 

Kata Al-mudharabah berasal dari kata al-dharab fi al-ardhi‟ yang 

artinya usaha dalam perniagaan. mudharabah adalah akad   antara dua pihak 

dimana pihak pertama mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal sedangkan 

pihak lainnya untuk diperdagangkan. 

                                                      
14

Nanang Prasetyo, Skripsi: “Implementasi Sistem Akad Muzara‟ah Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Di Desa Sukarejo Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Tranggalek)”, (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2021), hal. 15. 
15

Muh. Ruslan Abdullah, Fasihah Kamal, Pengantar Islamic Economics Mengenal 

Konsep dan Praktek Ekonomi Islam, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013), hal. 86. 
16

Enceng Iip Syaripudin, “Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Akad Muzara‟ah 

(Studi Kasus di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut)”, Jurnal Shindqia Nusantara Vol. 1, 

No. 1 (Maret 2020). 
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Secara istilah para ulama fiqih mendefinisikan mudharabah yakni 

“pemilik atau investor yang menyerahkan modal kepada pengelolah atau 

pedagang untuk di perdagangkan. Akad mudharabah adalah suatu usaha 

terkoordinasi antara dua orang dalam menangani suatu usaha tertentu dimana 

pihak utama sebagai pemilik modal (shahibul maal) memberikan harta 

sepenuhnya dan pihak lain mengawasinya. Manfaat akan dibagi tergantung 

pada pengaturan yang dinyatakan dalam perjanjian. Apabila terjadi 

kemalangan selama menjalankan usaha, maka ditanggung oleh pihak pemberi 

dana asalkan bukan karena kurangnya perhatian dari direktur. Selanjutnya, 

dalam hal kelalaian atau kekeliruan oleh administrator, ia harus bertanggung 

jawab atas kemalangan itu.
17

 

Secara umum mudharabah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mula-mula, 

Mudharabah muthlaqah adalah jenis kerjasama antara shahibul maal dan 

mudharib yang derajatnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh rincian jenis 

usaha, waktu dan ruang usaha. Kedua, mudharabah muqayyadah atau disebut 

juga mudharabah terindikasi/mudharabah terbatas adalah sesuatu yang 

bertentangan dengan mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi oleh 

jenis usaha, waktu atau lingkungan usaha. Adanya pembatasan mudharib 

secara teratur mencerminkan kecenderungan shahibul maal untuk memasuki 

dunia bisnis.
18

 

b. Rukun Mudharabah 

Berikut ini ada tiga rukun mudharabah yakni: 

1) Aqidani yakni yang memiliki modal dan pengelolah (mudharib), 

                                                      
17

Deni Yanuar, Siti Ita Rosita, Sistem Bagi Hasil Mudharabah dan Sistem Bunga Kredit 

Pinjaman, (Jurnal Ilmiah Akuntansi , Vol.1 No.3, 2013),  h 216. 
18

Muhammad Syafi‟i Antonio, Islamic Banking: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 

insani Press, 2001), h. 95. 
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2) Ma‟qud alaih, yakni modal, tenaga ( pekerjaan) dan keuntungan, dan 

3) Shighat, yakni ijab dan qabul 

c. Syarat mudharabah 

1) Modal harus tunai, apabila terbentuk emas atau perak, batang perhiasan 

atau barang dagangan, maka itu tidak sah. 

2) Modal di ketahui dengan jelas dan dapat dibedakan antara modal dan 

keuntungan yang akan di bagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan 

awal. 

3) Modal mestinya jelas dan di ketahui ukurannya. Bilamana modal tidak 

jelas maka mudharabah tidak sah.
19

 

4) Modal mestinya diserahkan pada pengelolah agar dapat di pakai untuk 

kegitan usaha. Urusan dikembalikan modal tersebut ialah amanah yang 

berada di tangan penegelolah. 

5) Modal mestinya ada dan tidak berupa utang, tetapi tidak mestinya ada 

dimajelis akad. 

6) Keuntungan mestinya harus mengeketahui kadarnya bilaman tidak jelas 

akibatnya akad mudharabah menjadi fasid bilamana menyerahkan modal 

kepada pengelolah sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka yang 

disepakati maka akad semacam ini hukunnya sah. 

7) Keuntungan yang dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase 

seperti 30%,70% dan sebagianya. Apabila keuntungan di bagi dengan 

ketentuan yang pasti seperti yang mempunya pendapat 50.000.000 dan 
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sisanya untu pengelolah. Maka syarat tersebut tidak sah. 

        

 

4. Muzara’ah 

a. Pengertian Muzara‟ah 

Muzara‟ah mempunyai dua arti, pertama ialah Tharh Al- Zzur‟ah 

(melemparkan tanaman). maksudnya ialah Al-Hadzar (Modal). Makna yang 

pertama ialah makna majas dan yang kedua adalah makna hakiki yang berarti 

menumbuhkan. Berdasarkan dari pengertian, di atas beberapa pendapat 

mengenai Muzar‟ah yaitu:
20

 

Berdasarkan pendapat Hanafiyah muzara‟ah yaitu seorang pekerja 

menyewa tanah dengan apa yang menghasilkan dari tanah tersebut. dan 

seperti pendapat Hanabillah muzara‟ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya 

yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan diberi bibit. Berdasarkan 

pendapat Malikiyyah berarti perserikatan dalam akad pertanian. 

Berdasarkan pendapat Al-Syafi‟I mengungkapkan bahwa Muzara‟ah 

ialah seorang pelaksana menyewa tanah dengan apa yang didapatkan dari 

tanah tersebut. Dan sebagaiaman pandangan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa 

darinya dan modal dari pemilik tanah. 

Berlandaskan pandangan Sulaiman Rasyid. Muzara‟ah ialah 

mengerjakan tanah orang lain seperti sawah dalam imbalan sebagian hasilnya 

(seperdua, sepertiga, dan seperempat). Sedangkan biaya pengerjaanya dan 
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benihnya ditanggun oleh pemilik tanah. Jadi Muzara‟ah menurut bahasa 

berarti Muamalah atas tanah dengan bagian yang keluar bagian darinya. Dan 

secara trimonologi Muzara‟ah berarti kerjasama antara pemilik dengan petani 

penggarap bilamana pemilik memberikan tanah kepada petani untuk digarap 

supaya dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, 

sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu. 

b. Syarat- syarat muzara‟ah 

Adapun yang menjadi syarat-syarat yaitu:
21

 

1) Syarat bertalian dengan „ Aqidain, yakni harus berakal. 

2) Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan terhadapnya 

penentuan macam apa saja yang ditanami. 

3) Hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami seperti lokasi tanah 

dan batas tanah. 

4) Hal yang berhubungan dengan alat- alat yang dipake dalam bercocok 

tanah. 

5) Hal yang dengan waktu dan syarat-syaratnya. 

6) Hal yang berhubungan dengan alat-alat yang dipakai dalam bercocok 

tanam Muzara‟ah. 

c. Rukun muzara‟ah. 

Jumhur ulama yang membolehkan akad Muzara‟ah mengemukakan 

rukun dan syarat yang dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Berdasarkan 

pendapat ulama terdapat empat rukun dalam Muzara‟ah di antaranya 
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adalah:
22

 

1) Pemilik tanah 

2) Petani penggrap 

3) Objek muzara‟ah 

4) Ijab dan Kabul secara lisan 

Berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan akad Muzara‟ah 

bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnnya 

ialah: 

1) Petani bertanggun jawab mengeluarkan ongkos benih dan pemeliharaan 

pertanian tersebut. 

2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan 

tanaman ditanggung oleh petani dan pemiki lahan sesuai presentase 

bagian masing- masing. 

3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. 

4) Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, berlaku kebiasaan di 

tempat masing-masing. 

5) Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap 

berlaku sampai panen dan meninggal diwakilih oleh ahli warisnya. Lebih 

lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan 

diteruskan atau tidak. 

5. Mukhabarah   

a. Pengertian Mukhabarah 
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 158. 



19 
 

 

  

 Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan 

petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara 

pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, 

dan benihnya dari penggarap.
23

 Pendapat ulama mengenai pengertian 

Mukhabarah adalah sebagai berikut: 

Menurut ulama Syafi‟iyah, Mukhabarah adalah mengelola tanah di 

atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.
24

 

Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan mukhabarah adalah Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah 

kepada pekerja dan modal dari pengelola.
25

 Mengenai hal itu, secara tegas 

diidentikkan dengan Muzara‟ah. Apabila ditelaah mengenai pengaturan yang 

berlaku dalam Mukhabarah, maka pada saat itu akan sering dikaitkan dan 

dikontraskan dengan Muzara‟ah. Karena, keduanya adalah satu kepentingan, 

dimana Mukhabarah sendiri muncul dengan hadirnya Muzara‟ah. 

Mengenai hubungan antara Mukhabarah dan Muzara‟ah, ada 

kemiripan dan ada yang membedakan. Kersamaannya itu, Mukhabarah dan 

Muzara‟ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah 

menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah, 

pada modal bila modal berasal dari tanah pengelola, disebut Mukhabarah, 

dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut Muzara‟ah.
26

 

b. Rukun mukhabarah 
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Sebagaimana dikemukakan oleh Hanafiyah, muzara‟ah adalah akad, 

khususnya ijab dan kabul antara pemilik dan pengelolah mengingat implikasi 

muzara‟ah dan mukhabarah secara praktis hampir sama, yang penting adalah 

modal. maka, pada saat itu, dalam rukun mukhabarah ada empat, 

khususnya:
27

 

1) Tanah 

2) Perbuatan pekerja 

3) Modal 

4) Alat-alat untuk menanam 

Kerjasama adalah kehendak dan keinginan dari dua pertemuan, 

sehingga harus ada kesepakatan atau kesepahaman, baik secara resmi maupun 

yang lain, dengan ijab dan qabul. Melihat hal diatas penulis mengandaikan 

bahwa rukun dalam praktek kerjasama mukhabarah ada lima yaitu: 

1) Akad (sighat ijab dan qabul) 

2) Tanah 

3) Kelakuan pekerja 

4) Modal/benih 

5) Alat-alat untuk menanam 

c. Syarat- syarat mukhabarah 

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah, 

antara lain: 

1) Syarat pihak yang melakukan akad 
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a) Berakal, akad batal jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang 

belum mumayyiz. Karena kebijaksanaan ini adalah syarat yang 

memenuhi syarat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Menurut ulama 

Hanafi, mumayyiz atau baligh bukanlah syarat muzara`ah atau 

mukhabarah. Karena seorang anak yang belum baligh tetapi telah 

dibolehkan maka dapat melakukan akad, karena muzara`ah atau 

mukhabarah ini dianggap sebagai pekerjaan atau mempekerjakan 

sebagian dari hasil panen. Sedangkan ulama Syafi`iyah dan ulama 

Hanabilah menganggap pubertas sebagai syarat sahnya muzara`ah atau 

mukhabarah, seperti akad lainnya. 

b) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, 

karena menurutnya perbuatan murtad itu ditangguhkan (mauquuf), 

sehingga tidak bisa serta merta langsung berlaku. Namun, tidak semua 

rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang 

berpendapat bahwa akad muzara‟ah atau mukhabarah yang dilakukan 

oleh orang-orang murtad itu segera berlaku (naafidz).
28

 

2) Syarat penanaman 

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih 

yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang 

aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu 

mengalami pertambahan dan pertumbuhan.
29
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3) Syarat lahan yang akan ditanam 

a) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan 

pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk 

ditanami  misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit 

ditanami, maka akad menjadi tidak sah. 

b) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan 

bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan 

jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya 

perselisihan. 

c) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola 

(at- takhliyah). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung 

campur tangan pemilik lahan, maka akad diangap tidak sah, karena tidak 

terpenuhinya syarat at-takhliyah.
30

 

4) Syarat masa mukhabarah 

Masa atau jangka waktu dalam muzara‟ah atau mukhabarah harus 

jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. 

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti 

masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau 

jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak 

menjangkau masa tersebut.
31

 Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam 

mekanisme dari pelaksanaan mukhabarah yang disandarkan kepada 
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ketentuan muzara‟ah, antara lain yaitu: 

a) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak  

pengelola. 

b) Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan 

bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya. 

c) Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan 

akad mukhabarah terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan 

diketahui oleh pemilik lahan. 

d) Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam. 

e) Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan. 

f) Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai 

pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. 

g) Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja 

sama sedang berlangsung dapat mengkibatkan batalnya akad. 

h) Seluruh   hasil panen   yang   dilakukan   oleh   pengelola yang melakukan 

pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan. 

i) Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan 

untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola. 

j) Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak 

dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. 

k) Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan 

pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen. 

l) Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila 
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pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. 

m) Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad 

yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.
32

 

 

6. Mekanisme Pembagian Hasil Panen dalam Mukhabarah 

Iman Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa bangsa Arab 

senantiasa mengolah tanahnya secara muzaraah dan Mukhabarah dengan 

cara pembagian hasilnya sepertiga (1/3), dua pertiga (2/3), seperempat (1/4), 

tiga perempat (3/4), seperdua (1/2). Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi 

untuk hasil panen yaitu: 

a. Hasil panen harus di ketahui secara jelas didalam akad, karena nantinya 

hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak 

diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah; 

b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah   pihak. tidak 

boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk 

salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad; 

c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara   

setengah/separuh,   sepertiga,   seperempat   atau    jumlah    lainnya sesuai   

dengan   kesepakatan.   Tidak   ditentukannya   kadar   pembagiannya ini 

dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian 

hari; 

d. Pembagian   hasil   panen   harus   ditentukan   secara   umum    dari 
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keseluruhan   hasil   panen.   Maksudnya,   jika   disyaratkan   bagian   satu 

pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifi, misal: empat mudd), maka 

dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya 

menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.
33

 

 Beberapa hal yang menyebabkan muzara‟ah dan mukhabarahi berakhir 

antara lain:
34

 

a. Habis masa muzara‟ah dan mukhabarah 

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia   

c. Adanya udzur menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang 

menyebabkan batalnya muzara‟ah dan mukhabarah, antara lain: 

a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalanya untuk membayar utang. 

b. penggarapan tidak dapat mengella tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah 

Swt. dan lain-lain. 

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun 

tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki 

pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan 

sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di 

antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu 

lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan. 

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah 
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dengan melakukan mukhabarah ini, di antaranya: 

a. Muzara‟ah dan mukhabarah ini ditujukan untuk menghindari adanya 

kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak 

adanya pihak yang mengelola. 

b. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, 

terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki perkerjaan 

namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan. 

c. Selain untuk sarana tolong menolong, mukhabarah juga akan 

memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian 

hasil panennya. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari telah 

pustaka, maka disususnlah kerangka pikir untuk penelitian ini. 
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Mekanisme Bagi Hasil 

Petani Sawah Desa Taba 

Tanggung Jawab Petani 

Penerapan Hukum Islam  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Cresswell 

dalam J.R. Raco berpendapat bahwa penelitian kualitatif sebagai kegiatan 

penjelajahan lapangan untuk memahami suatu gejala atau fenomena inti dengan 

cara interview kepada informan dimana informasi yang didapat berupa teks atau 

kata-kata yang dapat dianalisis menjadi lebih rinci dalam bentuk deskripsi dan 

dapat diinterpretasi, dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis.
35

 

Peneliti memilih jenis penelitian ini guna memahami secara mendalam 

objek yang akan di teliti, sehingga informasi yang ditemukan berupa fakta dan 

apa adanya karena dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan 

pada hal-hal yang tidak diungkapkan pada kegiatan Tanya jawab terhadap 

informan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah kapan saat penelitian ini dilakukan. Adapun 

lokasi penelitian adalah tempat dimana sebenarnya penelitian dilakukan dan 

dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan dari objek yang di teliti, dan 

lokasi peneltian ini akan dilakukan di Desa Taba Kec. Walenrang ±25 hari. 

C. Definisi Istilah 

Penelitian Suatu hal yg tak jarang terjadi kesalah pahaman diantara pembaca 
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sebab kurang memahami topik yg ada pada judul penelitian. Maka dari itu penulis 

menyampaikan arti dari judul penelitian sebagai berikut: 

1. Penggarapan sawah ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

para petani di Desa Taba Kec. Walenrang salah satunya dengan sistem 

kerjasama bagi hasil  antara pemilik dan penggarap. Dimana petani yang 

ingin memiliki penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup dari upah 

bagi hasil. Terkait penghasilan petani, terdapat beberapa indikator 

faktor ekonomi menurut Sirait adalah sebagai berikut: 

a. Pengalaman bertani 

b. Jumlah Tanggungan Keluarga 

c. Luas Lahan 

2. Muzara‟ah dan Mukharabah, adapun ini merupakan sebuah ilmu 

pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, dan 

membahas tentang masalah bagi upah antara pemilik dan penggarap. 

Untuk mengukur keberhasilan suatu mekanisme dari akad 

muzara‟ah diperlukan beberapa indikator yang dijadikan sebagai 

tolak ukur. Dalam hal ini, terdapat indikator menurut Jumhur Ulama 

(2009) seperti berikut: 

a. Keterbukaan 

b. Objek Muzara‟ah (Asas Keadilan) 

c. Ijab Qobul (perjanjian) 

D. Subjek dan Objek 

Informan atau Subjek dalam penelitian ini yaitu para pihak yang 
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melakukan akad kerjasama pertanian, antara pihak yang memiliki lahan dan 

pihak penggarap serta pihak lain seperti kepala desa dan tokoh agama yang ada 

di Desa Taba. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

praktek bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Desa Taba Kec. Walenrang. 

E. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana sebuah data dapat 

diperoleh, yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan data sekunder: 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan objek penelitian 

yaitu bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba Kec. Walenrang. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai laporan atau 

data yang didapat dari sumber kedua, serta diperoleh dari literatur- 

literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, internet, serta sumber 

lainnya yang dapat dijadikan bahan penunjang penulisan proposal ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

dikumpulkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.
36

 Dalam kegiatan 

observasi, penulis bertindak sebagai pengamat dan pewawancara yang terjun 
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langsung ke lapangan untuk menemui informan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari 

sumber dengan Tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan 

penelitian dengan menggunakan panduan wawancara. Peneliti akan 

melakukan wawancara dengan kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan 

pemilik modal. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh 

melalui beberapa dokumentasi dengan mencatat data-data yang berkaitan 

dengan fokus masalah yang diteliti baik dari buku-buku atau berupa jurnal 

penelitian, ini merupakan pelengkap dari pengumpulan data melalui observasi 

dan wawancara untuk melakukan perbandingan terhadap data- data yang 

diperoleh melalui kegiatan tersebut. 

4. Kepustakaan 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi 

berupa bahan bacaan (kepustakaan) seperti buku, dokumen, jurnal, atau pun 

laporan-laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang 

akan diteliti. 

G. Uji Keabsahan Data 

Ada beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk 

menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian yaitu: 

1. Triangulasi data 
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Triangulasi data berarti menggunakan berbagai macam data, 

menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan melibatkan 

lebih banyak peneliti. 

2. Member checking 

Member checking berarti bahwa data hasil wawancara kemudian 

dikonfrontasikan kembali dengan partisispan atau pemberi informasi. 

Partisispan harus membaca, mengoreksi atau memperkuat ringkasan hasil 

wawancara yang dibuat oleh peneliti. 

3. Auditing 

Auditing memperkuat peranan para ahli dalam memperkuat hasil 

penelitian. Jadi auditing mengandaikan keterlibatan pihak luar dalam 

mengevaluasi atau mengkonfirmasikan penelitian tersebut.
37

 

H. Teknik Analisis Data 

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang merincikan, 

menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data-data yang diperoleh 

di lapangan yang dianggap penting dan sesuai sehingga dapat diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan analisis data menggunakan 

informasi yang tersusun yang disajikan dalam bentuk uraian singkat atau 

table sehingga memungkinkan melakukan penarikan kesimpulan dan 
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pengambilan tindakan. Penyajian data bertujuan untuk membicarakan hal-hal 

menarik mengenai masalah yang diteliti, hasil yang diperoleh, metode yang 

digunakan, penafsiran hasil serta pengintegrasiannya dengan teori. 

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan 

menarik kesimpulan dan memverifikasi berbagai informasi yang telah 

direduksi dan disajikan selama kegiatan penelitian dilaksanakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Walenrang merupakan salah satu wilayah administratif di 

Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini 

memiliki luas wilayah sekitar 94 km² dengan jumlah penduduk mencapai 

17.433 jiwa, menjadikannya wilayah dengan kepadatan penduduk sekitar 180 

jiwa per km². Walenrang terdiri atas tujuh desa atau kelurahan yang tersebar 

di kawasan dengan kondisi geografis yang mendukung aktivitas pertanian, 

termasuk persawahan, kebun, dan usaha berbasis agraria lainnya. Potensi 

alam ini menjadi salah satu alasan mengapa sektor pertanian dan perkebunan 

menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. 

Secara geografis, Walenrang terletak cukup jauh dari ibu kota 

Kabupaten Luwu, yakni sekitar 100 kilometer. Untuk mencapai Walenrang 

dari ibu kota Kabupaten Luwu, perjalanan harus melewati kota atau 

kabupaten lainnya dengan estimasi waktu tempuh sekitar dua jam. Posisi 

strategis ini membuat Walenrang juga menjadi bakal calon pusat 

pemerintahan Kabupaten Luwu Tengah, yang sedang dalam wacana 

pembentukan. Walenrang berbatasan dengan beberapa kecamatan, seperti 

Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi, dan Lamasi Timur, yang 

bersama-sama dikenal sebagai wilayah Walmas (Walenrang Lamasi). 
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Sebagai lokasi penelitian, Kecamatan Walenrang menawarkan 

karakteristik masyarakat yang beragam dalam aspek sosial, budaya, dan 

ekonomi. Wilayah ini dikenal dengan ikatan kekeluargaan yang erat dan 

tradisi agraris yang mendalam. Potensi ini menjadikan Walenrang sebagai 

tempat yang ideal untuk penelitian, terutama yang berkaitan dengan sistem 

bagi hasil dalam penggarapan lahan sawah, dinamika hubungan sosial antar 

masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal berbasis kearifan lokal. 

Selain itu, kondisi geografis dan tantangan aksesibilitas di Walenrang 

menambah relevansi studi terkait pembangunan wilayah dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakatnya. 

2. Hasil Penelitian 

Praktik bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba, Kabupaten 

Walenrang, merupakan sistem kerja sama yang telah berlangsung secara 

turun-temurun. Sistem ini melibatkan dua pihak utama, yaitu petani 

penggarap yang bertugas mengelola sawah dan pemilik modal yang 

menyediakan lahan dan terkadang mendukung pembiayaan produksi. Hasil 

penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan kedua belah 

pihak, baik petani penggarap maupun pemilik sawah. Analisis ini mencakup 

mekanisme, kesepakatan yang terjadi, kendala, manfaat, serta tanggung 

jawab kerugian yang dihadapi dalam praktik bagi hasil tersebut. 

Praktik bagi hasil yang diterapkan masyarakat Desa Taba memiliki 

pola yang sederhana namun efektif. Hasil wawancara dengan Pak Hasan, 

seorang petani penggarap yang telah bekerja selama lebih dari 4 tahun, 
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mengungkapkan: 

"Saya biasanya membagi hasil panen dengan sistem bagi 2, artinya 

setengah untuk saya sebagai penggarap, dan setengah lagi untuk 

pemilik sawah. Namun, pemilik juga menanggung biaya benih dan 

pupuk. Kalau pupuk subsidi, kami biasanya patungan."
38

 

 

Sistem dua (50:50) menjadi pola yang umum diterapkan di Desa 

Taba. Dalam sistem ini, petani penggarap mendapatkan 50% dari hasil 

panen, sedangkan pemilik sawah mendapatkan 50% sisanya. Biaya produksi 

seperti benih dan pupuk terkadang ditanggung penuh oleh pemilik sawah 

atau dibagi dengan penggarap, tergantung pada kesepakatan awal. Sistem ini 

menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam proses produksi, yang 

membantu mengurangi beban petani penggarap. 

Selain itu, ada variasi lain dalam mekanisme bagi hasil yang 

ditemukan di desa ini. Salah seorang petani, bapak Arif, menyatakan: 

"Ada juga yang pakai sistem dua bagian untuk penggarap dan satu 

bagian untuk pemilik sawah, tapi itu biasanya kalau semua biaya 

ditanggung petani."
 39

 

 

Sistem dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik 

sawah lebih jarang digunakan, tetapi tetap diterapkan dalam beberapa kasus. 

Biasanya, sistem ini digunakan ketika semua biaya produksi ditanggung 

oleh petani penggarap, sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih 

besar dari hasil panen. 

Kesepakatan dalam praktik bagi hasil di Desa Taba umumnya 

dilakukan secara lisan. Menurut bapak Andi, salah satu pemilik sawah yang 

juga merupakan tokoh masyarakat: 
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"Saya tidak pernah membuat kontrak tertulis, hanya kesepakatan 

lisan saja. Selama ini tidak ada masalah, karena kami sudah saling 

percaya. Kalau hasil panen bagus, petani juga senang, dan kami 

pun dapat bagian yang layak."
 40

 

 

Kesepakatan lisan menjadi bentuk kerja sama yang dominan dalam 

masyarakat Desa Taba. Hal ini didukung oleh budaya lokal yang 

menekankan pentingnya kepercayaan dan rasa saling menghormati. 

Hubungan antara pemilik sawah dan petani penggarap umumnya 

berlangsung harmonis, meskipun tidak ada dokumen tertulis yang mengatur 

kerja sama tersebut. 

Namun, dalam wawancara dengan Ibu Siti, pemilik sawah lainnya, 

terungkap bahwa terkadang muncul kendala kecil terkait kepercayaan: 

"Kadang ada penggarap yang tidak melaporkan hasil panen dengan 

jujur. Kalau begini, kami biasanya diskusi lagi supaya ada 

keadilan."
41

 

 

Meskipun secara umum hubungan antara kedua pihak baik, potensi 

masalah terkait transparansi hasil panen dapat terjadi. Dalam situasi seperti 

ini, dialog antara kedua pihak menjadi kunci untuk menjaga kelancaran 

kerja sama. 

Praktik bagi hasil tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi 

oleh kedua belah pihak. Menurut bapak Arif, seorang petani penggarap, 

salah satu tantangan utama adalah risiko gagal panen: 

"Kadang masalah muncul kalau hasil panen sedikit, karena gagal 

panen atau serangan hama. Saat itu, kami merasa berat untuk tetap 

bagi hasil, tetapi ya mau bagaimana lagi, itu sudah kesepakatan."
 42
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Kendala utama yang dihadapi adalah risiko gagal panen akibat faktor 

eksternal seperti cuaca buruk atau serangan hama. Dalam situasi ini, petani 

penggarap sering kali merasa terbebani, terutama jika hasil panen tidak 

mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, pemilik sawah juga 

harus menerima konsekuensi dari hasil yang lebih rendah. 

Selain itu, kendala lain adalah keterbatasan modal. Menurut Bapak 

Hasan: 

"Kalau modal pupuk dan benih tidak cukup, biasanya saya utang 

dulu ke pemilik sawah, nanti dibayar setelah panen."
 43

 

 

Petani penggarap sering kali menghadapi keterbatasan modal, 

sehingga mereka harus mengandalkan bantuan atau pinjaman dari pemilik 

sawah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik bagi hasil, dukungan dari 

pemilik sawah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan lahan. 

Dalam sistem kerja sama bagi hasil di Desa Taba, tanggung jawab 

terhadap kerugian biasanya dibagi berdasarkan jenis kerugian yang terjadi 

dan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Menurut Pak Hasan, petani 

penggarap: 

"Kalau kerugian karena gagal panen akibat hama atau banjir, 

biasanya pemilik sawah yang lebih banyak menanggung, terutama 

karena saya hanya bekerja mengelola. Tapi kalau ada kerugian 

karena saya lalai, seperti lupa menjaga sawah, saya yang 

bertanggung jawab."
 44

 

 

Tanggung jawab kerugian dalam praktik ini umumnya mengikuti 

prinsip keadilan dan tanggung jawab berdasarkan peran masing-masing 

pihak. Jika kerugian terjadi akibat faktor alam, pemilik sawah biasanya lebih 
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banyak menanggung beban tersebut, karena mereka sebagai pemilik lahan 

juga dianggap memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan 

pengelolaan sawah. 

Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian penggarap, seperti 

tidak merawat tanaman dengan baik atau terlambat dalam proses panen, 

penggarap akan diminta untuk menanggung sebagian atau seluruh kerugian. 

Menurut bapak Andi, sebagai pemilik sawah, menambahkan: 

"Kami selalu bicarakan baik-baik. Kalau ada kerugian, kami lihat 

dulu penyebabnya. Kalau penggarap yang salah, saya minta dia 

memperbaiki. Kalau kerugian karena bencana alam, ya kami 

ikhlaskan."
 45

 

 

Dalam beberapa kasus, jika kerugian sangat besar, seperti akibat 

gagal panen total, pihak pemilik sawah kadang memberikan keringanan 

kepada petani penggarap dengan mengurangi atau menunda kewajiban 

mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan menjaga hubungan 

baik antara kedua belah pihak. 

Meskipun terdapat kendala dan potensi kerugian, sistem bagi hasil 

ini tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Ibu 

Siti, salah satu pemilik sawah, menyatakan: 

"Saya merasa sistem ini saling membantu. Lahan saya jadi 

produktif, petani penggarap juga dapat penghasilan. Kami sama-

sama diuntungkan"
 46

 

 

Bagi pemilik sawah, sistem ini memungkinkan lahan mereka 

dikelola secara produktif tanpa harus terjun langsung dalam proses 

pertanian. Di sisi lain, bagi petani penggarap, sistem ini memberikan akses 
                                                      

45
 Andi, Pemiliki Sawah, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025 

46
 Siti, Pemiliki Sawah, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025 



40 
 

 

  

terhadap lahan untuk bercocok tanam, yang menjadi sumber utama 

penghidupan mereka. Bapak Hasan juga menambahkan: 

"Kalau tidak ada sistem ini, saya mungkin tidak punya pekerjaan. 

Alhamdulillah, sistem bagi hasil ini membantu saya dan keluarga."
 

47
 

 

Sistem bagi hasil ini memberikan dampak sosial yang besar, 

terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi petani penggarap yang 

tidak memiliki lahan sendiri. Dengan adanya praktik ini, kedua belah pihak 

dapat saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Praktik bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba merupakan 

bentuk kerja sama yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Sistem 

ini berjalan dengan prinsip kepercayaan, tanggung jawab, dan saling 

membantu. Kendala seperti risiko gagal panen dan kerugian telah 

diantisipasi dengan pembagian tanggung jawab yang adil berdasarkan peran 

masing-masing pihak. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial 

yang signifikan bagi petani penggarap maupun pemilik sawah, sehingga 

keberadaannya tetap dipertahankan dan dianggap relevan hingga saat ini. 

B. Pembahasan 

1. Praktik Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah yang dilaksanakan oleh 

masyarakat di Desa Taba Kec. Walenrang. 

Praktik bagi hasil pada penggarapan sawah di Desa Taba, Kabupaten 

Walenrang, merupakan sistem kerja sama yang telah mengakar dalam tradisi 

masyarakat setempat. Sistem ini melibatkan dua pihak utama: petani 
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penggarap yang bertugas mengelola sawah dan pemilik modal yang 

menyediakan lahan serta, dalam beberapa kasus, mendukung pembiayaan 

produksi. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi 

tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang memperkuat hubungan 

antarindividu dalam komunitas. Keberlanjutan sistem ini menunjukkan bahwa 

meskipun sederhana, praktik bagi hasil mampu beradaptasi dengan perubahan 

zaman dan tetap relevan dalam konteks pertanian lokal. 

Sistem bagi hasil di Desa Taba umumnya mengikuti pola 50:50, pola 

50:50 adalah sistem yang paling umum diterapkan di Desa Taba. Dalam pola 

ini, hasil panen dibagi secara merata antara petani penggarap dan pemilik 

sawah, dengan pemilik sawah biasanya menanggung sebagian besar biaya 

produksi, seperti pembelian benih, pupuk, dan biaya lainnya yang berkaitan 

dengan proses penanaman dan perawatan tanaman. Pembagian hasil ini 

dianggap adil oleh banyak pihak karena mencerminkan pembagian tanggung 

jawab yang seimbang antara kedua pihak. 

Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pola 50:50 ini, 

terutama terkait dengan risiko gagal panen. Faktor cuaca yang tidak menentu 

atau serangan hama dapat memengaruhi hasil panen secara signifikan. Dalam 

situasi di mana hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, petani penggarap cenderung merasa lebih terbebani, karena mereka 

harus membagi hasil yang lebih sedikit dengan pemilik sawah. Pada saat yang 

sama, pemilik sawah juga harus menerima kenyataan bahwa hasil pertanian 

yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, meskipun mereka telah 
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menyediakan lahan dan menanggung sebagian biaya produksi. 

Di sisi lain, ada pula sistem bagi hasil yang menggunakan pola 2:1, 

yang diterapkan ketika petani penggarap menanggung seluruh biaya produksi, 

termasuk benih, pupuk, dan biaya lainnya. Dalam pola ini, penggarap 

mendapatkan dua bagian dari hasil panen, sementara pemilik sawah hanya 

menerima satu bagian. Pola ini biasanya diterapkan dalam kondisi tertentu, 

misalnya ketika pemilik sawah tidak dapat atau tidak ingin menanggung 

biaya produksi. Meskipun pola ini memberikan keuntungan yang lebih besar 

bagi penggarap, terutama dalam situasi di mana mereka menanggung seluruh 

biaya produksi, ada potensi ketidakpuasan dari pemilik sawah, karena mereka 

hanya mendapatkan satu bagian meskipun telah menyediakan lahan untuk 

ditanam. 

Pola 2:1 memberikan insentif yang lebih besar bagi petani penggarap 

untuk mengelola lahan dengan baik dan meningkatkan hasil pertanian 

mereka, karena mereka menerima bagian yang lebih besar. Namun, pola ini 

juga mengandung risiko bagi penggarap, terutama jika hasil panen rendah 

atau terjadi kerugian besar akibat faktor alam yang tidak dapat diprediksi. 

Bagi petani penggarap, pola 2:1 dapat lebih menguntungkan dalam 

kondisi yang stabil atau hasil pertanian yang tinggi, karena mereka 

mendapatkan dua bagian dari hasil panen. Namun, jika terjadi gagal panen 

atau kerugian besar, risiko dalam pola ini jauh lebih tinggi, karena petani 

menanggung seluruh biaya produksi. Sebaliknya, pola 50:50 memberikan 

pembagian yang lebih adil dan stabil, meskipun dengan potensi hasil yang 
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lebih rendah. Risiko kerugian juga lebih terbagi, karena pemilik sawah 

menanggung sebagian biaya produksi dan mengimbangi petani penggarap 

dalam hal kerugian yang disebabkan oleh faktor eksternal. 

Jadi, pola yang lebih menguntungkan bagi petani penggarap 

tergantung pada kondisi pertanian dan keberhasilan pengelolaan lahan. Jika 

petani mampu mengelola dengan baik dan mendapatkan hasil tinggi, pola 2:1 

lebih menguntungkan. Namun, jika kondisi tidak menentu dan terjadi 

kerugian, pola 50:50 dapat lebih menguntungkan karena pembagian risiko 

yang lebih seimbang. 

Tanggung jawab terhadap kerugian dalam praktik bagi hasil ini 

umumnya mengikuti prinsip keadilan dan tanggung jawab berdasarkan peran 

masing-masing pihak. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian penggarap, 

seperti tidak merawat tanaman dengan baik atau terlambat dalam proses 

panen, maka penggarap akan diminta untuk menanggung sebagian atau 

seluruh kerugian. Sebaliknya, jika kerugian disebabkan oleh faktor alam yang 

tidak dapat diprediksi, pemilik sawah biasanya lebih banyak menanggung 

beban kerugian. Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, seperti gagal 

panen total akibat bencana alam, pemilik sawah terkadang memberikan 

keringanan kepada petani penggarap dengan mengurangi atau menunda 

kewajiban mereka. 

Kesepakatan dalam praktik bagi hasil di Desa Taba umumnya 

dilakukan secara lisan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan dan hubungan 

baik yang telah terjalin lama antara pemilik sawah dan petani penggarap. 
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Budaya lokal yang menekankan pentingnya kepercayaan dan rasa saling 

menghormati memainkan peran penting dalam keberlanjutan sistem ini. 

Meskipun tidak ada dokumen tertulis yang mengatur kerja sama tersebut, 

hubungan antara kedua belah pihak umumnya berlangsung harmonis. Namun, 

potensi masalah terkait transparansi hasil panen dapat terjadi, dan dalam 

situasi seperti ini, dialog dan komunikasi menjadi kunci untuk menjaga 

kelancaran kerja sama. 

Masalah yang dihadapi dalam sistem bagi hasil ini adalah risiko gagal 

panen yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti cuaca buruk, kekeringan, 

atau serangan hama. Ketika terjadi gagal panen, petani penggarap sering kali 

merasa terbebani, terutama jika hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, pemilik sawah juga harus menerima 

kenyataan bahwa hasil panen yang diperoleh lebih rendah dari yang 

diharapkan. Dalam hal ini, kedua belah pihak biasanya berbagi tanggung 

jawab berdasarkan kesepakatan awal. Jika kerugian disebabkan oleh faktor 

alam, pemilik sawah cenderung menanggung beban lebih banyak, karena 

mereka dianggap memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan 

pengelolaan sawah. 

Selain itu, petani penggarap sering kali menghadapi masalah 

keterbatasan modal untuk biaya produksi. Mereka harus mengandalkan 

bantuan atau pinjaman dari pemilik sawah untuk membeli benih, pupuk, dan 

kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, dukungan finansial dari pemilik sawah 

sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan proses pertanian. 
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Hal ini mencerminkan pentingnya hubungan saling menguntungkan antara 

pemilik sawah dan petani penggarap. 

Keberadaan sistem ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat 

tantangan, prinsip keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab 

bersama tetap menjadi dasar bagi hubungan yang sukses antara kedua belah 

pihak. Dalam hal ini, kepercayaan menjadi elemen yang sangat penting dalam 

memastikan bahwa kedua pihak akan saling mendukung meskipun dalam 

keadaan yang sulit. 

Meskipun terdapat kendala dan potensi kerugian, sistem bagi hasil ini 

tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi 

pemilik sawah, sistem ini memungkinkan lahan mereka dikelola secara 

produktif tanpa harus terjun langsung dalam proses pertanian. Di sisi lain, 

bagi petani penggarap, sistem ini memberikan akses terhadap lahan untuk 

bercocok tanam, yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Dengan 

adanya praktik ini, kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi. 

Praktik bagi hasil ini juga memberikan dampak sosial yang besar, 

terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi petani penggarap yang tidak 

memiliki lahan sendiri. Sistem ini memperkuat solidaritas dan hubungan baik 

antara pemilik sawah dan petani penggarap, menjadikannya relevan dan 

berkelanjutan hingga saat ini. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa 

meskipun terdapat tantangan, prinsip kepercayaan, tanggung jawab, dan 

saling membantu dapat menjadi dasar yang kuat untuk kerja sama yang 
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sukses. 

Secara keseluruhan, praktik bagi hasil pada penggarapan sawah di 

Desa Taba merupakan bentuk kerja sama yang telah mengakar dalam budaya 

masyarakat. Sistem ini berjalan dengan prinsip kepercayaan, tanggung jawab, 

dan saling membantu. Kendala seperti risiko gagal panen dan kerugian telah 

diantisipasi dengan pembagian tanggung jawab yang adil berdasarkan peran 

masing-masing pihak. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial 

yang signifikan bagi petani penggarap maupun pemilik sawah, sehingga 

keberadaannya tetap dipertahankan dan dianggap relevan hingga saat ini. 

2. Hukum Islam dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil yang 

dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Taba. 

Praktik bagi hasil di Desa Taba mengikuti prinsip keadilan yang 

sangat ditekankan dalam Islam. Pembagian hasil panen antara petani 

penggarap dan pemilik sawah umumnya dilakukan dengan sistem 50:50. Hal 

ini mencerminkan kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana kedua 

belah pihak mendapatkan hak yang setara dari hasil kerja sama mereka. Allah 

swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:188: 

ْٚماًّ اّفشَِ ْٕ انَِّٗانْحُكَّاوِّنِتأَكُْهُ آّٰ َٓ اّتِ ْٕ تذُْنُ َٔ ُْٛكَُىّْتاِنْثاَطِمِّ انكَُىّْتَ َٕ اّايَْ ْٰٕٓ لََّتأَكُْهُ َٔ
ّ ٌَ ْٕ ًُ َْتىُّْتعَْهَ اَ َٔ ثىِّْ الِّانَُّاسِّتاِلَِْ َٕ ّايَْ ٍْ ّّࣖيِّ

Terjemahnhya: 

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim 

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain 

itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
48

 

 
Ayat ini menjadi pedoman penting dalam praktik bagi hasil yang 
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dilakukan oleh masyarakat Desa Taba, khususnya dalam menjaga prinsip 

keadilan dan kejujuran. Dalam konteks bagi hasil, ayat tersebut mengingatkan 

bahwa harta atau hasil kerja sama tidak boleh dimanfaatkan dengan cara yang 

tidak adil atau batil, seperti mengambil keuntungan secara sepihak atau 

menipu pihak lain. 

Prinsip ini tercermin dalam pembagian hasil panen yang dilakukan 

dengan sistem 50:50, yang didasarkan pada kesepakatan dan keadilan. 

Pemilik sawah memberikan lahan sebagai modal, sementara petani penggarap 

menyediakan tenaga dan keterampilannya untuk mengelola sawah. Kedua 

belah pihak memiliki kontribusi yang berbeda namun sama-sama bernilai, 

sehingga pembagian hasil secara adil menjadi wujud nyata penerapan nilai-

nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Kesepakatan dalam praktik bagi hasil di Desa Taba sering kali 

dilakukan secara lisan. Meskipun tidak ada kontrak tertulis, kesepakatan ini 

didasarkan pada kepercayaan dan hubungan baik yang telah terjalin antara 

pemilik sawah dan petani penggarap. Dalam Islam, kesepakatan yang jelas 

dan saling disepakati merupakan bagian penting dari transaksi yang sah. 

Rasulullah SAW bersabda: 

"Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram darahnya, 

hartanya, dan kehormatannya. Dan cukup bagi seseorang untuk 

dianggap sebagai orang yang jahat jika ia meremehkan saudaranya." 

(HR. Muslim) 

 

Hadis ini mengingatkan bahwa setiap transaksi atau hubungan antara 

sesama Muslim harus dijalankan dengan penuh rasa hormat dan saling 

menjaga hak satu sama lain. Dalam konteks praktik bagi hasil di Desa Taba, 
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meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan dan tanpa adanya kontrak 

tertulis, prinsip kepercayaan dan hubungan yang baik menjadi dasar yang 

kuat dalam menjaga integritas transaksi tersebut. Prinsip yang terkandung 

dalam hadis ini dapat dilihat dalam praktik di Desa Taba, di mana hubungan 

antara pemilik sawah dan petani penggarap terjalin dalam suasana saling 

menghormati dan percaya.  

Praktik bagi hasil di Desa Taba dapat dikategorikan sebagai 

muzara‟ah, Muzara‟ah adalah sebuah bentuk kontrak kerja sama dalam 

sektor pertanian yang dikenal dalam hukum Islam, di mana pemilik tanah dan 

petani penggarap bekerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian dengan 

pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Konsep ini mirip dengan praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Taba, 

meskipun istilah "muzara‟ah" lebih spesifik merujuk pada kesepakatan 

pertanian antara pemilik tanah dan penggarap lahan dengan sistem bagi hasil. 

Mekanisme Muzara‟ah melibatkan dua pihak utama: pemilik tanah 

(muzaari') dan petani penggarap (muzzari'). Kedua belah pihak akan sepakat 

untuk mengelola tanah bersama, dengan pemilik tanah menyediakan lahan 

dan modal yang diperlukan, sementara petani bertugas mengelola tanah dan 

bekerja di lahan tersebut. Dalam praktik muzara‟ah, hasil yang diperoleh dari 

pengelolaan lahan akan dibagi antara pemilik tanah dan petani sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak. Langkah-langkah dalam 

Mekanisme Muzara‟ah: 

a. Kesepakatan Awal  
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Sebelum memulai kerjasama, kedua pihak akan melakukan negosiasi 

dan menentukan persentase pembagian hasil. Biasanya, pembagian hasil 

dilakukan dengan sistem 50:50 atau sesuai dengan kesepakatan yang disetujui 

bersama. Pembagian ini mencerminkan keadilan antara kedua belah pihak, di 

mana petani penggarap akan menerima bagian dari hasil sesuai dengan kerja 

yang telah mereka lakukan, sedangkan pemilik tanah mendapatkan bagian dari 

hasil sesuai dengan modal yang telah mereka berikan (tanah dan terkadang 

pembiayaan tambahan). 

b. Modal dan Tanggung Jawab 

Dalam mekanisme muzara‟ah, modal dapat terdiri dari tanah, benih, 

pupuk, dan peralatan pertanian. Pemilik tanah biasanya bertanggung jawab 

atas tanah dan terkadang sebagian dari biaya produksi, sedangkan petani 

penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan perawatan tanaman. 

Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa pengelolaan lahan berjalan 

dengan baik dan hasil yang diperoleh optimal. Dalam praktik ini, biaya 

produksi seperti benih dan pupuk sering kali ditanggung oleh pemilik sawah, 

meskipun ada juga kesepakatan di mana biaya tersebut dibagi antara kedua 

belah pihak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem bagi hasil, di 

mana kesepakatan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-

masing pihak. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Baqarah/2:282: 

نْٛكَْتةُّْ َٔ ّ ُِۗ ْٕ ّفاَكْتثُُ ٗ ًًّ سَ ّيُّ ّاجََمٍ ٗ
ّانِٰٰٓ ٍٍ ْٚ ّتِذَ ُْتىُْ ّتذَاََٚ ّاِراَ ا ْٰٕٓ ّاٰيَُُ ٍَ ْٚ ّانَّزِ ا َٓ ٰٓاَُّٚ ٰٚ

ُّ ّاللّٰه ُّ ًَ ّعَهَّ ا ًَ ّكَ َّّٚكْتةَُ ٌْ ّاَ ّكَاتةٌِ ّٚأَبَْ لََ َٔ ّ ّتاِنْعَذْلِِۖ ّكَاتِةٌٌۢ ُْٛكَُىْ ّتَّ ّفهَْٛكَْتةُْ 

َّسَتَّّ نَْٛتَّكِّاللّٰه َٔ ّ ّانْحَكُّ ِّ ْٛ ّعَهَ ْ٘ هِمِّانَّزِ ًْ نُْٛ َّٔ لََّّٗ  َُُّّّْٚثْخَسَّّْٔ ـًٔاّّۗيِ ْٛ ٌّّْشَ ٌَّّفاَِ ّكَا
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ّْ٘ ِّّّانَّزِ ْٛ اّانْحَكُّّّعَهَ ًٓ ْٛ ّّْٔسَفِ ْٛفاًّاَ ّّْٔضَعِ ْٛعُّّلََّّاَ ٌَّّْٚسْتطَِ مَّّّاَ ًِ َُّّّٕٚ هِمُّّْْ ًْ ّفهَُْٛ

نُِّّٛ َّٔ اّذْلِّۗتاِنْعَّّٗ  ْٔ ذُ ِٓ اسْتشَْ ٍَِّّٔ ْٚ ْٛذَ ِٓ ٍّّْشَ جَانِكُىّْ ّيِ ّّسِّ ٍِ ْٛ ّسَجُهَ َاَ ْٕ ّٚكَُ ّنَّىْ ٌْ فاَِ

شَّ ّفتَزُكَِّ ا ًَ ُٓ ّاحِْذٰى ّتضَِمَّ ٌْ ّاَ اءِ ذََۤ َٓ ّانشُّ ٍَ ّيِ ٌَ ْٕ ّتشَْضَ ٍْ ًَّ ّيِ ٍِ ايْشَاتَٰ َّٔ ّ فشََجُمٌ

اءُّارِاَّيَاّدعُُّ ذََۤ َٓ لََّٚأَبَّْانشُّ َٔ ّ ٖۗ اّالَْخُْشٰ ًَ ُٓ ُِّاحِْذٰى ْٕ ّتكَْتثُُ ٌْ اّاَ ْٰٕٓ ًُ لََّتسَْـَٔ َٔ اّّۗ ْٕ
ّاجََهِّ ّانِٰٰٓٗ ْٛشًا ّكَثِ ْٔ ّاَ ْٛشًا ّصَغِ  ّٗ ُْذَّّالَْسَظُّّرٰنِكُىّّْٗۗ ِّّعِ وُّّاللّٰه َٕ الَْ ادجََِّّٔ َٓ ّنِهشَّ

ّٰٗٓ َٰ ادَْ َّّٔ اّالَََّ ْٰٕٓ ّّٰٓتشَْتاَتُ ٌّّْالََِّ ٌَّّاَ ْٕ اّحَاضِشَجًّّتجَِاسَجًّّتكَُ َٓ ََ ْٔ شُ ْٚ ُْٛكَُىّّْتذُِ ْٛسَّّتَ ّفهََ

ْٛكُىّْعَّ ّّجُُاَحٌّّهَ َْاّّۗالَََّ ْٕ اّتكَْتثُُ ْٰٓٔ ذُ ِٓ اشَْ لَََّّٔ َّٔ ّ ّكَاتِةٌ سَّ ّٚضَُاَۤ لََ َٔ ّ ّتثَاَٚعَْتىُِّْۖ اِراَ
ّفاَََِّّ ا ْٕ ّتفَْعهَُ ٌْ اِ َٔ ّ ّەۗ ْٛذٌ ِٓ ّشَ قٌٌّّۢٗ  ْٕ اتَّمُٕاّّّٗۗتكُِىّّْفسُُ ََّّٔ كُىُّّّّٗۗاللّٰه ًُ ٚعُهَِّ َُّّٔ ّّّٗۗاللّٰه

ُّ اللّٰه ءٍّّتكُِمَِّّّٔ ْٙ ّْٛىٌّعَهِّّشَ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. 

Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) 

dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya 

sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah 

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah 

walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang 

saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-

laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara 

orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika 

salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu 

bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil 

maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika 

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan 

janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. 

Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu 

kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
 49

 

 

Ayat tersebutmengajarkan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk 

penipuan, ketidakadilan, dan perbuatan haram dalam transaksi ekonomi. Ayat 
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ini menegaskan bahwa mengambil harta orang lain secara tidak sah, baik 

melalui manipulasi atau kedok hukum, adalah perbuatan yang dilarang dalam 

Islam. Dalam konteks ini, hak setiap individu harus dihormati dan dibagi 

dengan adil, dan jangan ada pihak yang merugikan pihak lain dengan cara-

cara yang batil. Hukum atau sistem peradilan yang ada tidak boleh 

disalahgunakan untuk meraup keuntungan secara tidak sah atas hak orang lain. 

c. Pengelolaan Tanah 

Petani penggarap mengelola tanah dengan penuh tanggung jawab, 

termasuk menanam, merawat tanaman, dan mengatasi masalah yang muncul, 

seperti serangan hama atau penyakit tanaman. Pemilik tanah umumnya tidak 

terlibat langsung dalam proses ini, tetapi mereka tetap memiliki hak untuk 

mengawasi dan memastikan bahwa tanah mereka dikelola dengan baik. Dalam 

praktik bagi hasil, kejujuran dan transparansi sangat ditekankan. Petani 

penggarap dan pemilik sawah diharapkan untuk melaporkan hasil panen 

dengan jujur. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan 

pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi. Rasulullah SAW bersabda: 

"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi 

selama mereka belum berpisah, dan jika mereka jujur dan 

menjelaskan, maka mereka akan diberkahi dalam transaksi mereka." 

(HR. Al-Bukhari) 

 

Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dalam setiap bentuk transaksi 

akan mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi kedua belah pihak, yang 

sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam pengelolaan tanah 

secara bersama-sama. 

d. Pembagian Hasil 
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Setelah panen, hasil pertanian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 

yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, jika kesepakatan adalah bagi hasil 

50:50, maka hasil panen akan dibagi dua, setengah untuk pemilik tanah dan 

setengah lagi untuk petani penggarap. Pembagian ini dilakukan setelah semua 

biaya produksi (seperti biaya benih dan pupuk) dihitung dan 

dipertanggungjawabkan.  

Selain sistem 50:50, terdapat variasi lain dalam praktik bagi hasil, 

seperti sistem di mana petani penggarap mendapatkan dua bagian dari hasil 

panen, sementara pemilik sawah mendapatkan satu bagian. Variasi ini 

biasanya diterapkan ketika semua biaya produksi ditanggung oleh petani 

penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Taba dapat 

beradaptasi dengan kondisi dan kesepakatan yang ada, sesuai dengan prinsip 

musaqah dalam hukum Islam. Prinsip utama dalam musaqah adalah keadilan, 

sehingga pembagian hasil harus proporsional dengan kontribusi masing-

masing pihak dalam pengelolaan tanaman. Dalam hal ini, Islam mengajarkan 

untuk tidak mengambil keuntungan secara tidak sah atau tidak adil dari hasil 

usaha orang lain. Rasulullah SAW bersabda:  

“Sebaik-baik hasil yang kamu peroleh adalah hasil yang diperoleh dari 

tanganmu sendiri dan dari hasil kerja orang lain dengan cara yang 

sah.” (HR. Al-Bukhari).  

 

Hadis ini menggarisbawahi bahwa pembagian hasil yang didasarkan 

pada kesepakatan yang adil dan sah sesuai prinsip musaqah akan 

mendatangkan berkah dan kebaikan bagi kedua belah pihak. Dengan 

demikian, sistem bagi hasil di Desa Taba yang mengadopsi prinsip musaqah 
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ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan adil antara 

pemilik tanah dan petani penggarap. 

e. Tanggung Jawab Kerugian 

Dalam sistem muzara‟ah, pembagian kerugian dalam hal terjadinya 

gagal panen atau kerusakan tanaman biasanya didasarkan pada kesepakatan 

antara pemilik tanah dan petani penggarap. Jika kerugian terjadi akibat faktor 

eksternal, seperti bencana alam atau kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, 

umumnya kerugian tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak. Hal ini 

mencerminkan prinsip keadilan dan saling mengerti dalam sistem muzara‟ah, 

di mana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban untuk berbagi risiko yang 

terkait dengan usaha pertanian. 

Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari 

petani penggarap, misalnya kurangnya perhatian terhadap perawatan tanaman 

atau kesalahan dalam teknik pertanian, maka petani penggarap mungkin harus 

menanggung sebagian dari kerugian tersebut. Keputusan ini didasarkan pada 

prinsip tanggung jawab pribadi dan keadilan dalam Islam, yang menekankan 

bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan yang dapat 

mempengaruhi pihak lain. 

Islam mengajarkan agar setiap transaksi atau kesepakatan dilaksanakan 

dengan penuh keadilan, dan kerugian yang timbul akibat kelalaian harus 

ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Allah swt 

berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:188:  
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ْٚماًّ ّفشَِ ا ْٕ ّنِتأَكُْهُ ّانَِّٗانْحُكَّاوِ آٰ َٓ ّتِ ا ْٕ تذُْنُ َٔ ّ ّتاِنْثاَطِمِ ُْٛكَُىْ ّتَ انكَُىْ َٕ ّايَْ ا ْٰٕٓ ّتأَكُْهُ لََ َٔ
الِّانَُّاسِّتاِلَِّْ َٕ ّايَْ ٍْ ّيِّ ٌَ ْٕ ًُ َْتىُّْتعَْهَ اَ َٔ ّّࣖثىِّْ

Terjemahnya: 

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim 

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain 

itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
 50

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi dan kesepakatan harus 

dilakukan dengan cara yang adil, dan jika terjadi kerugian akibat kelalaian, 

pihak yang lalai harus menanggungnya. Dengan demikian, dalam sistem 

muzara‟ah, tanggung jawab terhadap kerugian didasarkan pada prinsip 

keadilan dan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap, 

dengan tetap mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam setiap tahap 

pengelolaan dan pembagian hasil. 

f. Bentuk Kesepakatan 

Dalam sistem muzara‟ah yang diterapkan di Desa Taba, bentuk 

kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap umumnya dilakukan 

secara lisan, yang mencerminkan kepercayaan dan saling menghormati antara 

kedua belah pihak. Meskipun tidak ada kontrak tertulis, kesepakatan lisan ini 

tetap mengikat secara moral dan sosial karena didasarkan pada rasa saling 

percaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, bentuk 

kesepakatan yang jujur dan transparan tetap diutamakan, meskipun tidak 

tertulis. 

Islam sangat menghargai kesepakatan yang dilakukan dengan 

kejujuran dan transparansi, baik yang tertulis maupun lisan, selama tidak ada 
                                                      

50
 Kementerian Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf ABadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) 
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unsur penipuan atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. 

Rasulullah saw. bersabda,  

"Muslim yang satu dengan yang lainnya saling berjanji dalam hal yang 

baik. Tidak boleh ada yang saling menipu." (HR. Al-Bukhari dan 

Muslim).   

 

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi, 

termasuk dalam kesepakatan lisan yang dilakukan dalam sistem muzara‟ah. 

Meskipun dalam praktiknya kesepakatan lisan sering kali cukup, Islam tetap 

mendorong agar kesepakatan yang dibuat mencakup ketentuan yang jelas 

tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai contoh, dalam hal 

pembagian hasil, jenis tanaman yang akan ditanam, atau pembagian risiko 

kerugian. Hal ini untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau 

merasa diperlakukan secara tidak adil. Dalam hal ini, prinsip keadilan dalam 

Islam menjadi landasan utama dalam setiap transaksi atau kesepakatan, 

termasuk dalam muzara‟ah. 

Dengan demikian, meskipun bentuk kesepakatan lisan lebih banyak 

diterapkan dalam praktik muzara‟ah di Desa Taba, prinsip kejujuran, 

transparansi, dan keadilan tetap menjadi hal yang utama. Jika ada unsur 

ketidakadilan atau penipuan, maka kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan 

ajaran Islam dan bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 

3. Tanggung Jawab Kerugian dalam Sistem Kerjasama Bagi Hasil 

dalam Penggarapan Sawah Desa Taba Kec. Walenrang. 

Tanggung jawab kerugian dalam sistem kerjasama bagi hasil dalam 

penggarapan sawah di Desa Taba, Kabupaten Walenrang, merupakan salah 
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satu aspek penting yang perlu diatur dengan jelas antara petani penggarap dan 

pemilik sawah. Pada umumnya, kerugian yang terjadi dalam penggarapan 

sawah bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat diprediksi, seperti 

gagal panen akibat bencana alam (seperti banjir, kekeringan, atau serangan 

hama), ataupun faktor yang tidak dapat diprediksi dengan mudah. Dalam hal 

ini, kedua belah pihak, yakni petani penggarap dan pemilik tanah, biasanya 

berusaha untuk berbagi beban kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah 

mereka buat sebelumnya. 

Kerugian yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan 

atau terjadi secara tiba-tiba, seperti bencana alam atau cuaca ekstrim, sering 

kali dianggap sebagai keadaan yang berada di luar kontrol kedua belah pihak. 

Dalam hal ini, prinsip berbagi risiko dan kerugian diterapkan dalam praktik 

bagi hasil ini. Pada umumnya, dalam kerjasama bagi hasil yang didasarkan 

pada kepercayaan antara pemilik tanah dan petani penggarap, kerugian akibat 

faktor eksternal seperti bencana alam dapat dibagi bersama, sehingga tidak 

ada pihak yang terbebani secara berlebihan. Ini adalah bentuk keadilan yang 

diterapkan dalam kesepakatan mereka, dan hal ini sejalan dengan ajaran Islam 

yang menekankan untuk tidak membebani seseorang dengan beban yang 

tidak dapat ia tanggung. 

Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau 

kesalahan dari salah satu pihak, misalnya petani penggarap yang tidak 

menjaga tanaman dengan baik atau tidak mengikuti prosedur yang disepakati, 

maka petani penggarap harus bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh 
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kerugian yang timbul. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan 

tanggung jawab dalam Islam, di mana setiap individu harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rasulullah saw. bersabda:  

"Barang siapa yang merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti 

kerugian tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim).  

 

Oleh karena itu, jika petani penggarap lalai atau tidak menjalankan 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka ia wajib menanggung 

kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut. 

Dari perspektif hukum positif Indonesia, tanggung jawab kerugian 

dalam sistem bagi hasil dapat dianalisis melalui hukum kontrak yang berlaku. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1233 

menekankan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian harus memenuhi 

kewajibannya dengan itikad baik dan tidak boleh menghindari kewajiban 

tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi 

kewajibannya dan menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak 

untuk menuntut ganti rugi. Hal ini berlaku dalam kerjasama bagi hasil antara 

petani penggarap dan pemilik tanah, di mana masing-masing pihak memiliki 

kewajiban untuk menjaga dan merawat tanah serta hasil pertanian sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat.
51

 

Selain itu, peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau di luar kendali 

pihak-pihak yang terlibat, seperti bencana alam atau kejadian force majeure, 

dapat mengubah atau membatalkan kewajiban kontrak. Dalam Pasal 1244 

KUHPerdata, disebutkan bahwa apabila suatu kejadian luar biasa terjadi, 
                                                      

51
 H. S Salim. Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2021), 36 
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yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kemampuan pihak yang terikat 

kontrak untuk mencegahnya, maka pihak tersebut tidak dapat dipersalahkan 

atas kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut. Dalam konteks kerjasama 

bagi hasil di Desa Taba, jika terjadi bencana alam atau kejadian force majeure 

yang menyebabkan kerugian pada hasil panen, maka kedua belah pihak bisa 

sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi karena kejadian tersebut diluar 

kemampuan mereka. 

Tanggung jawab kerugian dalam sistem kerjasama bagi hasil di Desa 

Taba juga perlu memperhatikan aspek force majeure (keadaan luar biasa) 

yang dapat mempengaruhi pembagian hasil atau tanggung jawab terhadap 

kerugian. Force majeure merujuk pada kejadian atau peristiwa yang tidak 

dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari, seperti bencana alam (misalnya 

banjir, kekeringan, atau gempa bumi), yang membuat salah satu pihak tidak 

dapat memenuhi kewajibannya. Dalam sistem bagi hasil di Desa Taba, 

apabila terjadi force majeure yang merusak hasil panen, maka kesepakatan 

yang ada harus mempertimbangkan kejadian tersebut, di mana kerugian 

akibat faktor eksternal ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab salah 

satu pihak. 

Konsep force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1244 menyebutkan 

bahwa jika suatu kejadian yang luar biasa (force majeure) menghalangi 

pelaksanaan kewajiban kontrak, maka pihak yang terhalang tersebut tidak 

dianggap melakukan wanprestasi (gagal memenuhi kewajiban). Oleh karena 
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itu, dalam hal terjadi kerugian akibat force majeure, baik petani penggarap 

maupun pemilik tanah tidak dapat saling menuntut atas kerugian yang 

disebabkan oleh kejadian yang berada di luar kendali mereka.
52

 Misalnya, 

jika tanaman rusak akibat bencana alam yang tidak dapat diprediksi, maka 

kedua pihak bisa sepakat untuk tidak saling menyalahkan dan mencari solusi 

yang adil, misalnya dengan menunda pembagian hasil atau mencari cara 

untuk memperbaiki kerugian tersebut bersama-sama. 

Jika terjadi perjanjian bagi hasil yang tidak diatur secara rinci 

mengenai force majeure, maka hukum dapat melihat pada prinsip keadilan 

yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak tidak dapat 

memenuhi kewajibannya karena peristiwa luar biasa, maka pihak lain harus 

mempertimbangkan situasi tersebut dengan adil dan tanpa merugikan salah 

satu pihak. Oleh karena itu, meskipun kerugian akibat force majeure dapat 

dipahami sebagai keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh 

salah satu pihak, tetapi sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mengatur 

hal ini dalam kesepakatan mereka sejak awal untuk menghindari sengketa di 

kemudian hari. 

Dalam praktiknya, meskipun sistem bagi hasil di Desa Taba banyak 

dilakukan dengan kesepakatan lisan yang bergantung pada kepercayaan 

antara petani penggarap dan pemilik sawah, faktor hukum tetap perlu 
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diakomodasi, terutama jika terjadi ketidaksepakatan. Dalam hal ini, meskipun 

tidak ada kontrak tertulis yang mengikat, prinsip force majeure dalam hukum 

positif Indonesia memberi ruang untuk penyesuaian kewajiban berdasarkan 

keadaan yang terjadi secara mendesak dan tak terduga. 

Sementara itu, dalam UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Republik 

Indonesia 1945, meskipun tidak ada peraturan yang secara langsung mengatur 

mekanisme kerugian dalam sistem bagi hasil, namun dalam Pasal 33 UUD 

1945 dijelaskan bahwa, 

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas 

kekeluargaan."  

 

Prinsip ini mengarah pada solidaritas dan kerjasama dalam mengelola 

ekonomi, termasuk dalam sistem pertanian dan penggarapan sawah. Oleh 

karena itu, dalam konteks kerjasama bagi hasil, jika terjadi kerugian, baik 

karena bencana alam atau faktor lainnya, maka penyelesaian kerugian harus 

dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan keadilan, tanpa merugikan 

salah satu pihak. 

Dalam sistem bagi hasil di Desa Taba, tanggung jawab atas kerugian 

juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan hubungan baik yang sudah 

terjalin antara petani penggarap dan pemilik tanah. Kepercayaan ini menjadi 

dasar dalam pengaturan kerugian, karena kedua belah pihak biasanya saling 

memahami dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil. Oleh karena 

itu, penting bagi petani penggarap dan pemilik tanah untuk menjaga 

komunikasi yang baik dan transparan dalam segala hal, termasuk dalam hal 

pembagian kerugian. Rasulullah saw. bersabda:  
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"Kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan 

membawa kepada surga." (HR. Bukhari dan Muslim).  

 

Kejujuran dan komunikasi yang terbuka antara kedua pihak akan 

mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan dalam kerjasama 

mereka. Namun, untuk memastikan bahwa kesepakatan mengenai tanggung 

jawab kerugian berjalan dengan adil, sangat penting bagi kedua belah pihak 

untuk menyusun kesepakatan yang jelas dan rinci sebelum memulai 

kerjasama. Kesepakatan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti pembagian 

hasil, biaya produksi, serta tanggung jawab atas kerugian yang mungkin 

timbul akibat bencana alam atau kelalaian. Dengan adanya kesepakatan yang 

jelas, kedua belah pihak akan lebih mudah menyelesaikan masalah yang 

mungkin timbul dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. 

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab kerugian, 

pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikannya melalui musyawarah atau 

mediasi. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku, 

seperti pengadilan. Namun, penyelesaian sengketa secara damai melalui 

musyawarah selalu lebih diutamakan, sesuai dengan ajaran Islam yang 

mengedepankan perdamaian dan penyelesaian masalah dengan cara yang 

baik. 

Sebagai kesimpulan, tanggung jawab kerugian dalam sistem 

kerjasama bagi hasil di Desa Taba harus dikelola dengan prinsip keadilan dan 

transparansi. Setiap pihak harus memenuhi kewajibannya dengan itikad baik 

dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sesuai dengan kesepakatan 
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yang telah dibuat. Kejujuran dan komunikasi yang terbuka sangat penting 

dalam menjaga hubungan baik antara petani penggarap dan pemilik tanah. 

Selain itu, pengaturan mengenai tanggung jawab kerugian harus 

memperhatikan prinsip hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip Islam 

yang menekankan keadilan, transparansi, dan musyawarah. Dengan demikian, 

sistem bagi hasil di Desa Taba dapat berjalan dengan lancar dan saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan 

penelitian ini yaitu : 

1. Praktik bagi hasil di Desa Taba dilaksanakan dengan prinsip keadilan 

dan kesepakatan bersama. Umumnya, sistem bagi hasil yang diterapkan 

adalah 50:50 antara pemilik sawah dan petani penggarap. Variasi sistem 

juga dapat diterapkan, tergantung pada pembagian tanggung jawab atas 

biaya produksi, seperti benih dan pupuk. Kesepakatan dilakukan secara 

lisan, didasarkan pada kepercayaan dan hubungan baik antara kedua 

belah pihak. 

2. Sistem bagi hasil di Desa Taba sejalan dengan prinsip hukum Islam, 

khususnya dalam konsep muzara'ah dan musaqah. Islam mengedepankan 

keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap bentuk kerjasama. 

Selama kesepakatan dilakukan tanpa unsur penipuan dan kedua belah 

pihak memperoleh manfaat yang adil, maka sistem ini dianggap sah 

menurut syariat. 

3. Dalam sistem kerjasama bagi hasil, kerugian yang terjadi akibat faktor 

alam, seperti bencana, biasanya dibagi berdasarkan kesepakatan awal. 

Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian petani penggarap, maka 

petani bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hukum Islam, 
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tanggung jawab kerugian disesuaikan dengan prinsip ta'awun (tolong-

menolong) dan keadilan. Dalam konteks hukum positif, hal ini juga dapat 

merujuk pada ketentuan perdata dan prinsip force majeure sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. 

B. Saran 

1. Bagi untuk Petani 

Meskipun kepercayaan telah menjadi dasar dalam sistem bagi hasil, 

petani dan pemilik tanah sebaiknya mempertimbangkan pembuatan 

perjanjian tertulis untuk menghindari potensi konflik di masa depan dan 

memberikan kejelasan hukum. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti dapat menggali lebih dalam tentang aspek legal formal dalam 

kerjasama bagi hasil, termasuk implikasi hukum positif dan relevansi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti selanjutnya juga dapat 

difokuskan pada dampak jangka panjang sistem bagi hasil terhadap 

kesejahteraan petani, pemilik tanah, dan keberlanjutan pertanian di Desa 

Taba. 
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LAMPIRAN  - LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

 

 

I. Informasi umum responden 

a. Nama lengkap: 

b. Umur: 

c. Status pekerjaan: 

 

II. Pertanyaan: 

1. Tentang Mekanisme Bagi Hasil 
o Bagaimana cara Anda melakukan kerja sama bagi hasil 

dengan pihak lain dalam penggarapan sawah? 

o Apa sistem bagi hasil yang diterapkan di desa ini? Apakah 

ada variasi dalam sistem tersebut? 

o Bagaimana Anda menentukan bagian hasil panen yang 

diterima oleh masing-masing pihak? 

o Apakah ada biaya produksi yang ditanggung oleh salah satu 

pihak? Jika ya, siapa yang menanggungnya? 

2. Kesepakatan dan Kepercayaan dalam Kerjasama 
o Bagaimana kesepakatan dilakukan antara petani penggarap 

dan pemilik sawah? Apakah kesepakatan ini dilakukan secara 

tertulis atau lisan? 

o Apa yang menjadi dasar kepercayaan antara petani penggarap 

dan pemilik sawah dalam kerja sama ini? 

o Adakah kendala yang pernah muncul terkait dengan 

kepercayaan dalam kerja sama ini? Jika ada, bagaimana cara 

Anda menyelesaikannya? 

3. Kendala dalam Proses Kerjasama 
o Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam praktik bagi 

hasil? 

o Apakah Anda pernah mengalami kegagalan panen atau 

serangan hama? Jika iya, bagaimana tanggung jawab atas 

kerugian tersebut dibagi? 

o Bagaimana cara Anda mengatasi kendala terkait dengan 

keterbatasan modal untuk biaya produksi? 

4. Tanggung Jawab terhadap Kerugian 
o Bagaimana Anda mengatur pembagian tanggung jawab jika 

terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil? 

o Siapa yang lebih banyak menanggung kerugian jika gagal 

panen disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau 

hama? 



 
 

 

 

o Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak, 

bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut? 

o Apakah ada kesepakatan untuk mengurangi atau menunda 

kewajiban jika terjadi kerugian besar seperti gagal panen 

total? 

5. Manfaat dan Dampak Sistem Bagi Hasil 
o Apa manfaat yang Anda rasakan dari sistem bagi hasil ini, 

baik untuk pemilik sawah maupun petani penggarap? 

o Apakah Anda merasa sistem ini membantu meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluarga Anda? 

o Apa dampak sosial yang dihasilkan dari praktik bagi hasil ini 

dalam masyarakat Desa Taba? 

o Apakah Anda merasa bahwa sistem bagi hasil ini dapat 

dipertahankan dan terus berkembang di masa depan? 

6. Harapan dan Rencana ke Depan 
o Apa harapan Anda terkait sistem bagi hasil di desa ini? 

o Apakah ada perubahan atau perbaikan yang ingin Anda 

usulkan untuk meningkatkan kerja sama dalam penggarapan 

sawah di masa depan? 
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